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ABSTRAK 

Pada perkara dalam peradilan perdata, tujuan utama dalam proses 

pembuktian dengan mencari kebenaran formil (formeel waarheid). Pasal 164 HIR, 

Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW yang pada pokoknya menjelaskan alat bukti 

perdata hanya 5 yaitu Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan 

Sumpah dan keterangan ahli tidak termasuk dalam alat bukti. Namun Pasal 154 

ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv memberikan kebebasan kepada hakim untuk 

menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli dan mengakibatkan pendapat 

para ahli tidak dapat berdiri sendiri. Pada praktiknya walaupun memegang peran 

penting dalam perkara sering kali keterangan yang diberikan ahli  dari salah satu 

pihak ini pada akhirnya diabaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum 

putusannya dan yang bersangkutan lebih menerima argument dari pihak 

counterpart sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil persidangan dan berujung 

pada gugatan diterima atau di tolak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang 

mengkaji studi dokumen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan 

keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata secara formil tidak dianggap 

sebagai alat bukti. Namun hakim tetap menghargai sesuatu kesaksian atau 

keterangan ahli dan memperhatikan dengan seksama yang kemudian diuji betul-

betul apakah ia dapat dipercaya atau tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi 

itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima 

keterangannya. Sebaliknya jika keterangannya dapat dipercaya maka majelis hakim 

menerima keterangan ahli tersebut. Kekuatan hukum keterangan ahli dalam 

pembuktian perkara perdata tidak dianggap sebagai alat bukti dan tidak tidak 

memiliki kekuatan hukumnya. 

Kata Kunci : Kedudukan Keterangan Ahli, Perkara Perdata. 

                                           
1 Peneliti 
2 Pembimbing utama 
3 Pembimbing kedua 
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Abstrac 

In cases in civil courts, the main goal in the verification process is to seek formal 

truth (formeel waarheid). Article 164 HIR, Article 284 RBG and Article 1866 BW 

which principally explain only 5 civil evidence, namely letters, witnesses, 

allegations, confessions and oaths and expert statements are not included in the 

evidence. However, Article 154 paragraph (2) HIR and Article 229 Rv give judges 

the freedom to use or not use expert opinions and result in expert opinions not 

being able to stand alone. In practice, even though they play an important role in 

the case, often the information provided by the expert from one of these parties is 

ultimately ignored by the panel of judges in the legal considerations of their 

decision and the person concerned prefers to accept the arguments of the 

counterpart so that this affects the outcome of the trial and ends in the claim being 

accepted or was rejected. This research uses normative legal research methods or 

library research. This research is a study that examines document studies. The 

results of the study show that the position of expert testimony in formal civil 

evidentiary law is not considered as evidence. However, the judge still respects a 

testimony or expert testimony and pays close attention to it, which is then 

thoroughly tested whether he can be trusted or not. If there are reasons that the 

witness cannot be trusted, then the judge can reject or not accept his statement. 

Conversely, if the testimony is reliable, the panel of judges will accept the expert's 

statement. The legal force of expert testimony in proving a civil case is not 

considered as evidence and has no legal force. 

Keywords: Position of Expert Statement, Civil Case. 
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A. PENDAHULUAN 
Pada perkara perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian mencari 

kebenaran formil (formeel waarheid). Hal ini sangat berbeda dengan perkara dalam 

peradilan pidana dimana kebenaran kebenaran materiil (materiil waarheid) sangat 

dikedepankan. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa 

mencari kebenaran formil, berarti bahwa seorang hakim tidak boleh melewati 

batas-batas yang diajukan para pihak yang berperkara.4 

Hal ini memberi pengertian, bahwa  dalam proses pembuktian perkara 

perdata  tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup 

perkara atau sengketa yang diajukan para pihak. Ketentuan dalam hukum acara 

perdata pemeriksaan perkara dilakukan pada prinsipnya dalam suatu ruang sidang 

yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang perkara perdata   wajib dinyatakan 

terbuka untuk umum. kecuali ada larangan dalam undang-undang tertentu.5 

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

mengatakan alat bukti dalam hukum perdata yaitu yaitu Surat; Saksi; Persangkaan; 

Pengakuan; dan Sumpah maka Secara formil ketentuan ketentuan Pasal 1866 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memperlihatkan bahwa keterangan 

ahli berada diluar alat bukti, maka dari itu berdasarkan hukum pembuktian, ahli 

tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. 

Namun Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv memberikan kebebasan 

kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli dan 

mengakibatkan pendapat para ahli tidak dapat berdiri sendiri. 

Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan 

Negeri para pihak yang berperkara seringkali memanggil ahli untuk memberi 

keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil 

salah satu pihak tersebut dalam persidangan biasanya keterangan ini diberikan 

secara lisan wakaupun tidak jarang ada pula yang ditemui dalam bentuk keterangan 

tertulis. 

Pa ldal pra lktiknya l wa lla lupun memega lng pera ln penting da llalm perka lra l sering 

ka lli keteralnga ln ya lng diberikaln alhli  dalri salla lh saltu pihalk ini palda l alkhirnya l 

dialba lika ln oleh ma ljelis halkim da llalm pertimba lnga ln hukum putusalnnya l da ln ya lng 

bersalngkuta ln lebih menerima l a lrgument da lri pihalk counterpalrt sehingga l hall 

tersebut mempenga lruhi halsil persidalnga ln da ln berujung pa lda l guga lta ln diterima l a lta lu 

di tolalk. Piha lk ya lng ka lla lh kemudia ln tidalk terima l da ln menga ljukaln upalya l hukum 

ba lnding altalu pemba lta llaln putusaln dengaln mengguna lka ln alla lsaln dialbalika lnnya l a lhli 

sebalga li pembena lraln alhlinya l. Contoh hall ini dalpa lt diliha lt dalla lm perka lra l Keberaltaln 

a ltals ga lnti kerugialn penga lda laln talna lh balgi pemba lnguna ln untuk kepentinga ln umum 

                                           
4Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 

2002,  halaman 130. 
5Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, 

Bandung, 1978, halaman 30 
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di Pengaldilaln Negeri Lalngsa l ya lng terdalpa lt paldal putusaln Nomor 13/Pdt.G/2018/PN 

Lgs. 

Denga ln melihalt ualralin di a ltals ma lka l peneliti tertalrik unjuk mengka lji 

mengena li : 

1. Ba lga lima lna l keduduka ln keteralnga ln a lhli dallalm hukum pembuktialn perdalta l? 

2. Ba lga lima lna l kekua ltaln hukum keteralnga ln a lhli dallalm pembuktialn perka lral 

perdaltal? 

B. METODE PENELITIAlN 

Jenis penelitialn ya lng diguna lka ln da llalm penulisaln skripsi ini alda llalh 

penelitialn yuridis norma ltif, yalitu penelitialn mela llui studi pustalka l (libralry 

resealrch)6 a ltalu studi penelitialn hukum norma ltif menggunalka ln da ltal sekunder yalng 

terkalit dengaln judul penelitialn ini sehingga l diperoleh da ltal ya lng va llid daln da lpalt 

dipertalnggungjalwa lbka ln.  

C. HAlSIL DAlN PEMBAlHAlSAlN 

1. Kedudukaln keteralngaln alhli dallalm hukum pembuktialn perdaltal 

 

Keduduka ln halkim a lda lla lh sebalga li pejalba lt yalng melalkuka ln kekua lsa la ln 

keha lkima ln ya lng dia ltur da llalm unda lng-unda lng. Ha lkim jugal ha lrus memiliki 

integritals da ln kepribaldialn ya lng tida lk tercelal, jujur, aldil, professionall, da ln 

berpenga llalma ln da llalm bida lng hukum, da ln balgi soeralng ha lkim dituntut dallalm 

menjallalnka ln tuga ls daln  fungsinya l, ha lkim wa ljib menjalga l kema lndirialn peraldilaln.7 

Hukum pembuktia ln merupa lka ln seperalngka lt ka lida lh hukum ya lng menga ltur 

tentalng pembuktia ln, ya lkni sega llal proses, denga ln mengguna lka ln a llalt-a lla lt bukti yalng 

salh, daln dilalkuka ln tindalka ln-tindalka ln denga ln prosedur khusus gunal mengeta lhui 

falkta l-fa lkta l yuridis di persida lnga ln ,system ya lng dia lnut dalla lm pembuktialn, sya lra lt-

sya lralt daln taltal ca lral menga ljuka ln bukti tersebut serta l kewena lnga ln halkim untuk 

menerima l, menolalk, da ln menilali sualtu pembuktia ln. 

Kekualtaln pembuktia ln dalri a llalt-a lla lt bukti telalh dialtur da llalm HIR, demikia ln 

pulal denga ln allalt bukti salksi alhli dialtur dallalm Pa lsa ll 154 HIR, da lla lm pra lktik 

persidalnga ln halkim lebih bersifalt palsif daln netrall dallalm pembuktia lnnya l ka lrenal ha ll 

ini lebih balnya lk terga lntung palda l pihalk pengguga lt da ln terguga lt sendiri. 

Allalt bukti salksi a lhli da llalm pemeriksa la ln sengketa l perdaltal tidalk 

memberika ln kekua lta ln pembuktialn ya lng sempurnal. Kekua lta ln pembuktia ln salksi a lhli 

bersifalt bebals dallalm a lrti ha lkim boleh mema lka li a ltalu tidalk mema lka li dalla lm sua ltu 

pemeriksa laln sengketal perda ltal. Halkim tidalk wa ljib mengikuti pendalpa lt alhli tertentu 

                                           
 6Suharsimi Arukunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rieneka 

Cipta, Jakarta, 2002, Halaman 30 
7 Ibid, halaman 75. 
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tersebut, halkim beba ls untuk menilalinya l balhka ln ha lkim boleh berpendalpalt lalin da lri 

keteralnga ln a lhli jikal bertentalnga ln denga ln keya lkina lnnya l, jikal ha lkim ingin 

mengguna lka ln a ltalu ingin mengikuti pendalpalt a lhli tersebut, ma lka l ha lkim ha lrus ya lkin 

ba lhwal ha ll tersebut aldalla lh benalr daln sesuali denga ln keya lkina lnnya l.8 

Penjelalsaln Palsa ll 172 HIR memberika ln petunjuk balhwa l untuk mengha lrga li 

sesualtu kesalksialn itu halkim ha lrus memperha ltikaln denga ln seksa lma l, Kecocoka lnnya l 

keteralnga ln salksi ya lng sa ltu dengaln ya lng la lin, alpa lka lh keteralnga ln salksi itu sesuali 

denga ln a lpal ya lng diketa lhui tentalng perka lral itu da lri sudut lalin, alpa lka lh a ldal 

hubunga lnnya l dengaln perkalral ya lng dipersengketa lka ln, peri kehidupaln, alda lt-istialda lt 

da ln ma lrtalbalt salksi; paldal umumnya l sega lla l sesualtu yalng da lpalt digunalka ln sebalga li 

a llalsaln untuk mempercalya li a ltalu tidalk memperca lya li salksi. 9 

Jelalslalh ba lhwa l ha lkim tida lk a lka ln menerima l begitu saljal persalksia ln 

seseoralng. Ha lkim betul-betul halrus mempertimba lngka ln keteralnga ln salksi itu 

denga ln benalr. Sa lksi halrus diuji betul-betul alpa lka lh ia l da lpalt dipercalya l a ltalu tidalk, 

a lpalbilal alda l allalsa ln-a lla lsaln ba lhwal sa lksi itu tidalk da lpa lt dipercalya l, ma lka l ha lkim da lpa lt 

menola lk a lta lu tidalk menerima l keteralnga lnnya l. Pralktiknya l, a lpa lbilal halkim 

memutuska ln perka lral bersalndalrka ln keteralnga ln seoralng a lhli, ma lka l keteralnga ln alhli 

itu salma l kekua ltalnnya l denga ln pembuktia ln mela llui seoralng sa lksi, denga ln demikia ln 

keteralnga ln a lhli dalpalt merupa lka ln alla lt bukti.10 

Sa lksi alhli dialtur dallalm Pa lsall 154 HIR ya lng menentuka ln ba lhwal a lpalbilal 

penga ldilaln berpendalpa lt balhwa l perka lral dalpa lt dijelalska ln oleh seoralng a lhli, ma lka l 

a ltals permintala ln sallalh saltu pihalk a ltalu ka lrenal jalbalta lnnya l ha lkim da lpa lt menga lngka lt 

seoralng sa lksi alhli. Salksi alhli tersebut dialngka lt oleh halkim untuk diminta l 

pendalpaltnya l mengena li sualtu falkta l ma lupun keteralnga ln berdalsa lrka ln pengetalhua ln 

a ltalu kea lhlialnnya l. 

Penga lngka ltaln itu berlalku selalma l pemeriksala ln berlalngsung, sertal ketentualn 

ya lng berla lku ba lgi seoralng sa lksi berlalku pula l balgi seoralng sa lksi a lhli. Haldirnyal 

salksi a lhli dalpa lt dimintalka ln oleh palral pihalk a lta lu a ltals inisialtif halkim sendiri, 

ma lksudnya l bilal pengguga lt a ltalu terguga lt membutuhkaln sa lksi a lhli untuk 

mengua ltka ln da llil-da llilnya l ma lka l bisal menga ljukaln permohona ln kepa lda l halkim untuk 

mengha ldirka ln salksi a lhli, jika l ha lkim menerima l permohonaln tersebut halkim da lpalt 

memerintalhka ln juru sital untuk mema lnggil salksi a lhli ya lng dima lksud, demikia ln 

pulal seballiknya l a lpa lbilal piha lk pengguga lt a lta lu terguga lt tidalk membutuhka ln sa lksi 

a lhli tetalpi halkim membutuhka ln, da llalm ha ll ha lkim mera lsa l kekura lnga ln referensi 

a ltalu untuk kejelalsaln sua ltu ka lsus ya lng diha ldalpinya l ma lka l ha lkim sendiri ka lrena l 

                                           
8 Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota 

Langsa, 05 Juni 2023 (diolah). 
9 Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota 

Langsa, 05 Juni 2023 (diolah). 
10 Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota 

Langsa, 05 Juni 2023 (diolah). 
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jalba ltalnnya l da lpalt mema lnggil salksi a lhli ya lng dima lksud sehigga l da llalm membua lt 

putusaln da lpalt sealdil-a ldilnya l tidalk merugika ln sa llalh saltu pihalk. 11 

Keduduka ln keteralnga ln a lhli da llalm hukum pembuktia ln perdaltal berdalsalrka ln 

Yurisprudensi Malhka lma lh Algung No.213.K/Sip/1955, talngga ll 10 Alpril 1957, ya lng 

didallalmnya l menega lska ln ba lgi Ha lkim Penga ldila ln Negeri daln Pengaldilaln Tinggi 

tidalk a lda l keha lrusaln untuk mendenga lr seoralng Sa lksi Alhli berdalsa lrka ln Ps. 138 alya lt 

(1) jo. Ps. 164 HIR, ha lkim tidalk a lda l kewa ljibaln untuk mempertimba lngka ln 

keteralnga ln a lhli paldal perka lra l perdaltal. 12 

Keteralnga ln a lhli alda llalh ilmu pengeta lhualn ya lng telalh dipelaljalri (dimiliki) 

seoralng. Pengertialn ilmu pengeta lhualn (wetenschalp) diperluals 

pengertialnnya l oleh hogoo ralald ya lng meliputi krimina llistik. Oleh ka lrena l 

itu seoralng a lhli dalpa lt didenga lr keteralnga lnnya l mengena li persoallaln tertentu 

ya lng menurut pertimba lnga ln halkim ora lng itu mengetalhui bidalng itu secalral 

khusus.13 

 

Pendalpa lt alhli mengena li keteralnga ln a lhli dallalm perka lra l perdaltal Ya lhya l 

Ha lralha lp berpendalpalt meskipun Undalng-unda lng memberi kebebalsa ln kepa ldal ha lkim 

untuk mengikuti pendalpa lt alhli, dalri segi hukum pembuktialn, pendalpalt alhli: (1) 

Tidalk da lpa lt berdiri sendiri sebalga li alla lt bukti; (2) Tempa lt daln keduduka lnnya l, 

ha lnya l berfungsi mena lmba lh altalu memperkua lt altalu memperjelals perma lsallalha ln 

perka lral. Itulalh fungsi penda lpalt a lhli, buka ln a llalt bukti, oleh ka lrenal itu palda l dirinya l 

tidalk perna lh terpenuhi balta ls minima ll pembuktia ln. Alpa lbilal salma l seka lli tidalk a ldal 

a llalt bukti ya lng sa lh memenuhi syalralt formil daln ma lteril, daln ya lng a lda l ha lnya l 

pendalpalt alhli, tidalk da lpalt dibenalrka ln memperguna lka lnnya l sebalga li allalt bukti 

tungga ll, meskipun ha lkim meya lkini kebena lraln itu.14 

Berdalsalrka ln uralialn dialtals dalpa lt dipalha lmi ba lhwa l keduduka ln keteralnga ln 

a lhli dallalm hukum pembuktialn perdaltal jika l di ka lji berdalsalrka ln Pa lsall 164 HIR, 

Pa lsall 284 RBG halnya l menjelalka ln keguna la ln salksi alhli nalmun tidalk menjelalska ln 

keduduka ln a lhli, selalnjutnya l da llalm Pa lsa ll 1866 BW menega lska ln secalral formil 

da llalm perka lral perdalta l keduduka ln alhli tidalk dialngga lp sebalga li alla lt bukti. Nalmun 

ha lkim teta lp mengha lrga li sesua ltu kesalksia ln a ltalu keteralnga ln a lhli daln memperha ltika ln 

denga ln seksalma l ya lng kemudialn diuji betul-betul alpalka lh ial da lpalt dipercalya l a ltalu 

                                           
11Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kta 

Langsa, 05 Juni 2023 (diolah). 
12 Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum 

Islam di Indonesia" Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 

Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, halaman 74. 
13Bambang Waluyo, Hukum Pembuktian, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 

halaman 19. 
14 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kelima belas, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2015, halaman 789. 
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tidalk, a lpa lbilal a ldal a llalsa ln-a lla lsaln ba lhwal sa lksi itu tidalk da lpalt dipercalya l, ma lka l ha lkim 

da lpalt menolalk a lta lu tidalk menerima l keteralnga lnnya l.  

2. Kekualtaln hukum keteralngaln alhli dallalm pembuktialn perkalral perdaltal. 

 

Kekualtaln hukum bisa l dika ltalka ln a lpalbilal sualtu keputusaln sudalh salh a ltalu 

dialngga lp salh, ma lka l keputusaln taldi mempunya li kekua lta ln hukum, a lrtinyal keputusaln 

itu dalpa lt mempenga lruhi perga lulaln hukum. Kekua ltaln hukum sua ltu keputusaln da lpa lt 

berwujud kekua ltaln hukum formil daln kekua ltaln hukum ma lteril. 

Sua ltu keputusaln dika ltalka ln mempunya li kekua ltaln hukum formil, alpa lbilal 

keputusaln taldi sudalh tidalk bisal dibalntalh lalgi oleh sua ltu allalt hukum bia lsal. Alla lt 

hukum bialsa l ya litu sualtu a llalt hukum ya lng ha lnya l da lpalt digunalka ln dalla lm sua ltu 

jalngka l wa lktu tertentu untuk menga lda lka ln ba lnding terhaldalp sualtu keputusaln 

sedalngka ln sua ltu keputusaln mempunya li kekua lta ln hukum ma lteril, alpa lbilal taldi 

sudalh tidalk bia ls di balntalh lalgi oleh pelalku ya lng membua ltnya l, sehingga l sua ltu 

keputusaln ya lng suda lh mempunya li kekua lta ln hukum ma lteril dalpa lt mempenga lruhi 

perga lulaln hukum, oleh ka lrenalnya l da lpa lt di terima l pulal seba lga li balgia ln da lri 

ketertibaln hukum”.  

Alpa lbilal melihalt ketentualn Pa lsall 154 alya lt (2) HIR da ln Pa lsall 229 Rv ya lng 

memberi kebeba lsaln kepa lda l ha lkim untuk mengikuti a ltalu tidalk mengikuti pendalpa lt 

a lhli, ma lka l a lda l hall ya lng perlu diperhaltika ln iallalh balhwa l pendalpalt alhli tidalk da lpa lt 

berdiri sendiri sebalga li allalt bukti sertal keduduka ln alhli ha lnya l berfungsi memperkua lt 

a ltalu memperjelals perma lsallalha ln perkalra l. Malka l da lri itu, alpalbilal di dalla lm sua ltu 

pembuktia ln tidalk terdalpa lt a llalt bukti yalng sa lh memenuhi syalra lt formil daln ma lteriil 

mela linka ln halnya l terdalpa lt pendalpalt alhli, ma lka l tida lk da lpalt dibenalrka ln balhwa l 

pendalpalt alhli tersebut dijaldika ln sebalga li allalt bukti tungga ll.15 

Kekualtaln hukum keteralnga ln alhli paldal perka lral perda ltal bersifalt bebals, 

ka lrenal tidalk mengika lt seoralng ha lkim untuk mema lka linya l a lpalbilal bertentalnga ln 

denga ln keya lkina lnnya l. Guna l keteralnga ln alhli di persida lnga ln merupa lka ln a llalt balntu 

ba lgi halkim untuk menemuka ln kebena lraln, daln ha lkim beba ls memperguna lka ln 

sebalga li pendalpaltnya l sendiri altalu tidalk.16 

Pendalpa lt alhli memiliki fungsi mena lmba lh a llalt bukti ya lng a lda l bilal allalt 

bukti sudalh menca lpali ba ltals minima ll pembuktia ln. Sela lin itu, perlu diketalhui jugal 

ba lhwal nilali kekua ltaln pembuktialn pendalpa lt alhli ma lsih kura lng kua lt sehingga l ha lkim 

ha lnya l diperbolehkaln menga lmbil pendalpa lt alhli untuk mena lmba lh nilali kekua lta ln 

pembuktia ln ya lng a lda l. Hall ini dikalrenalka ln a lhli tida lk terma lsuk dalla lm ma lca lm-

ma lca lm a lla lt bukti sebalga lima lnal dialtur dallalm Pa lsa ll 1899 KUHPerdaltal jo. Palsall 164 

                                           
15M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan , Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kelima belas, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2015, halaman 789. 
16Wawancara dengan bapak Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota 

Langsa, 05 Juni 2023 (diolah). 
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HIR sehingga l tidalk da lpa lt berfungsi sebalga li penalmba lhaln alla lt bukti ya lng tida lk 

menca lpa li baltals minima ll pembuktialn.17 

Mengenali kekua lta ln hukum keteralnga ln a lhli palda l perka lral perdaltal da llalm 

Yurisprudensi Putusaln MAl-RI No.213.K/Sip/1955, talngga ll 10 Alpril 1957, yalng 

menya lta lka ln: “Balgi Ha lkim Penga ldilaln Negeri daln Penga ldilaln Tinggi tidalk a ldal 

keha lrusaln untuk mendenga lr seoralng Sa lksi Alhli berdalsa lrka ln Ps. 138 alya lt (1) jo. Ps. 

164 HIR, Penglihaltaln Ha lkim di sidalng tentalng a lda lnya l perbedala ln alntalral dua l bualh 

talnga ln- ta lnga ln da lpalt dipalka li oleh Halkim seba lga li pengetalhua lnnya l sendiri dalla lm 

usalha l pembuktialn”, ma lka l da lpalt dika ltalka ln keteralnga ln alhli paldal perkalra l perdalta l 

tidalk jelals kekua ltaln hukumnya l. 

Allalt bukti salksi a lhli da llalm pemeriksa la ln sengketa l perdaltal tidalk 

memberika ln kekua lta ln pembuktialn ya lng sempurnal. Kekua lta ln pembuktia ln salksi a lhli 

bersifalt bebals dallalm a lrti ha lkim boleh mema lka li a ltalu tidalk mema lka li dalla lm sua ltu 

pemeriksa laln sengketal perda ltal. Halkim tidalk wa ljib mengikuti pendalpa lt alhli tertentu 

tersebut, halkim beba ls untuk menilalinya l balhka ln ha lkim boleh berpendalpalt lalin da lri 

keteralnga ln a lhli jikal bertentalnga ln denga ln keya lkina lnnya l, jikal ha lkim ingin 

mengguna lka ln a ltalu ingin mengikuti pendalpalt a lhli tersebut, ma lka l ha lkim ha lrus ya lkin 

ba lhwal ha ll tersebut aldalla lh benalr daln sesuali denga ln keya lkina lnnya l. 

Penjelalsaln Palsa ll 172 HIR memberika ln petunjuk balhwa l untuk mengha lrga li 

sesualtu kesalksia ln itu halkim ha lrus memperha ltikaln denga ln seksalma l: Kecocoka lnnya l 

keteralnga ln sa lksi ya lng sa ltu denga ln ya lng la lin; alpalka lh keteralnga ln sa lksi itu sesuali 

denga ln alpa l ya lng diketa lhui tentalng perka lral itu da lri sudut lalin; alpa lka lh a ldal 

hubunga lnnya l denga ln perka lral ya lng dipersengketalka ln; peri kehidupaln; alda lt-istialda lt 

da ln ma lrtalbalt salksi; paldal umumnya l sega lla l sesualtu yalng da lpalt digunalka ln sebalga li 

a llalsaln untuk mempercalya li a ltalu tidalk memperca lya li salksi. 

Na lmun keteralnga ln a lhli pa ldal perkalral perdaltal jika l dikalitka ln denga ln 

ketentualn Palsall 164 HIR, Palsa ll 284 RBG daln Palsa ll 1866 BW keteralnga ln a lhli 

tersebut tidalk dialngga lp sebalga li alla lt bukti daln tida lk tidalk memiliki kekua lta ln 

hukumnya l, ha ll tersebut dika ltalka ln ka lrena l ha lkim tidalk a lda l kewa ljibaln untuk 

mempertimba lngka ln sebalga li allalt bukti terhaldalp keteralnga ln a lhli palda l perkalral 

perdaltal. 

Berdalsalrka ln ura lialn dialtals ma lka l da lpa lt dipalhalmi ba lhwa l kekua ltaln hukum 

keteralnga ln a lhli dalla lm pembuktialn perka lral perdaltal da lpalt dialngga lp seba lga li a lla lt 

bukti nalmun  sa lnga lt tergalntung kepa lda l halkim, ha ll tersebut dika ltalka ln ka lrenal ha lkim 

tidalk a lda l kewa ljibaln untuk mempertimba lngka ln sebalga li a llalt bukti. Alla lt bukti salksi 

a lhli dallalm pemeriksa la ln sengketal perdaltal tidalk memberikaln kekua ltaln pembuktia ln 

ya lng sempurna l. Kekua ltaln pembuktia ln salksi a lhli bersifalt bebals dalla lm a lrti halkim 

boleh mema lka li a ltalu tidalk mema lka li dalla lm sua ltu pemeriksala ln sengketal perdaltal. 

 

                                           
17 Ibid 
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D.  KESIMPULAlN 

1. Keduduka ln keteralnga ln alhli dallalm hukum pembuktialn perdaltal jikal di ka lji 

berdalsalrka ln Pa lsall 164 HIR, Pa lsall 284 RBG ha lnya l menjelalka ln keguna la ln salksi 

a lhli nalmun tida lk menjelalska ln keduduka ln a lhli, selalnjutnya l dallalm Pa lsa ll 1866 

BW menega lska ln secalral formil dallalm perka lra l perda ltal keduduka ln alhli tida lk 

dialngga lp sebalga li a llalt bukti. Na lmun ha lkim teta lp mengha lrga li sesualtu kesalksia ln 

a ltalu keteralnga ln a lhli daln memperha ltikaln dengaln seksalma l ya lng kemudia ln diuji 

betul-betul alpa lka lh ia l da lpa lt dipercalya l a lta lu tidalk, a lpa lbilal a lda l a llalsaln-a llalsa ln 

ba lhwal salksi itu tidalk da lpa lt dipercalya l, ma lka l ha lkim da lpalt menolalk a lta lu tidalk 

menerima l keteralnga lnnya l. 

2. Kekualtaln hukum keteralnga ln a lhli dallalm pembuktia ln perka lral perdaltal tidalk 

dialngga lp sebalga li allalt bukti daln tidalk tidalk memiliki kekua lta ln hukumnya l, ha ll 

tersebut dikalta lka ln ka lrenal ha lkim tidalk a lda l kewa ljibaln untuk mempertimba lngka ln 

sebalga li a llalt bukti. Allalt bukti salksi a lhli dallalm pemeriksala ln sengketal perdaltal 

tidalk memberika ln kekua ltaln pembuktialn ya lng sempurna l. Kekualtaln pembuktia ln 

salksi a lhli bersifalt bebals dallalm a lrti halkim boleh mema lka li altalu tidalk mema lka li 

da llalm sua ltu pemeriksala ln sengketa l perdaltal. 
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